
  
 
 

STANDAR PELAYANAN 
 

1. Jenis Pelayanan : Cek DTKS/PBI JKN 

 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
2. Fotokopi Kartu Keluarga ; 

3. Surat Usulan dari Kelurahan.  

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. pemohon datang  langsung dengan 
membawa persyaratan atau dapat 
diwakilkan; 

2. penerimaan dan verifikasi berkas 
permohonan; 

3. wawancara; 

3.   Jangka Waktu Pelayanan 10 menit 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan Surat Keterangan  

6. Penanganan pengaduan, 

saran dan 

masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka  
2. Telp. 081326332016 
3. Email: 

dinsos.pemberdayaansosial.kp@gmail.com 

 
 
 
 
 

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran 
Lembaga Kesejahteraan Sosial 

 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan A. Tidak Berbadan Hukum 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga; 

2. keterangan domisili sekretariat LKS dari 

Lurah setempat; 

3. struktur organisasi dan kepengurusan 

LKS; 

4. nama, alamat, dan telepon pengurus dan 

anggota serta fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pengurus LKS yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara; 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama 

LKS; 

6. nota kesepakatan anggota tentang 

pendirian LKS yang diketahui oleh Lurah 

dan diketahui Panewu; 

7. program dan kegiatan pelayanan di 

bidang kesejahteraan sosial; 

8. memiliki modal kerja untuk pelaksanaan 

kegiatan minimal Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) dibuktikan dengan 



melampirkan fotokopi rekening bank atas 

nama LKS dan atau rincian aset serta 

sarana prasana LKS; 

9. memiliki sumber daya manusia paling 

sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial 

profesional dan/atau Tenaga 

Kesejahteraan Sosial; dan 

10. Kelengkapan sarana dan prasarana. 

 

B. Berbadan Hukum 

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga; 

2. keterangan domisili sekretariat LKS dari 

Lurah setempat; 

3. struktur organisasi dan kepengurusan 

LKS; 

4. nama, alamat dan telepon pengurus dan 

anggota serta fotokopi KTP pengurus LKS 

yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara; 

5. akta pendirian LKS berupa akta notaris 

yang disahkan oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama 

LKS; 

7. program dan kegiatan pelayanan di 

bidang kesejahteraan sosial; 

8. memiliki modal kerja untuk pelaksanaan 

kegiatan minimal Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan 

melampirkan fotokopi rekening bank atas 

nama LKS dan atau rincian aset serta 

sarana prasana LKS; 

9. memiliki sumber daya manusia paling 

sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial 

profesional dan/atau Tenaga 

KesejahteraanSosial; dan 

10. kelengkapan sarana dan prasarana. 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Pemohon mengajukan permohonan 

mandiri untuk pendaftaran LKS kepada 

Kepala DPMPTSP dengan melampirkan 

persyaratan 

administrasi melalui laman SiCantik 

https://sicantik.go.id. Atau layanan 

berbantuan dengan menyerahkan berkas 

persyaratan pada petugas Front Office; 

2. Petugas Back Office melakukan Verifikasi 

atas berkas yang diajukan; 

3. Kepala DPMPTSP meneruskan 

permohonan yang telah dinyatakan 

lengkap kepada Kepala Dinas Sosial 

PPPA; 

4. Kepala Dinas Sosial PPPA bersama Ketua 

LKKS melakukan telaah teknis berupa 

visitasi lapangan dan verifikasi 

keabsahan persyaratan administrasi 



setelah berkas permohonan dinyatakan 

lengkap oleh DPMPTSP; 

5. Hasil visitasi lapangan dan verifikasi 

keabsahan persyaratan administrasi 

dituangkan dalam berita acara telaah 

teknis LKS; 

6. Kepala Dinas Sosial PPPA memberikan 

rekomendasi penerbitan tanda 

pendaftaran LKS atau rekomendasi 

penolakan terhadap berkas permohonan 

pendaftaran LKS dengan melampirkan 

berita acara telaah teknis paling lambat 

11 (sebelas) hari sejak berkas 

permohonan dinyatakan lengkap; 

7. dalam hal permohonan LKS mendapat 

rekomendasi penerbitan tanda 

pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud 

pada huruf f, Kepala DPMPTSP 

menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS 

kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak rekomendasi penerbitan tanda 

pendaftaran LKS diterima; 

8. dan dalam hal permohonan LKS 

mendapat rekomendasi penolakan 

permohonan tanda pendaftaran LKS 

sebagaimana dimaksud pada 

9. huruf f, Kepala DPMPTSP 

mengembalikan berkas permohonan 

tanda pendaftaran LKS kepada pemohon 

disertai alasan penolakannya paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi 

penolakan permohonan tanda 

pendaftaran LKS diterima. 

3. Jangka Waktu Pelayanan 11 (sebelas) hari kerja 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda 

Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan 

Sosial 

6. Penanganan pengaduan, saran 
dan masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka  
2. Telp. 081326332016 
3. Email:dinsos.pemberdayaansosial.kp

@gmail.com 



3. Jenis Pelayanan : Pelayanan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( BPNT APBD ) 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Warga Kab. KULON PROGO  

2. Surat Permohonan dari Desa 

/Kelurahan/ Kecamatan  

3. PPKS 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Desa pengajuan proposal dengan 

lampiran Berita Acara hasil 

Musdes/Muskal; 

2. Data pengajuan calon penerima 

bantuan; 

3. Dinas Sosial melakukan verifikasi 

data, dengan hasil SK Penerima 

yang disahkan oleh Kepala Dinas; 

4. Petugas Dinas Sosial mengajukan 

permohonan pencairan Dana 

Bantuan Sosial ke BKAD; 

5. Petugas Dinas Sosial 

memberikan surat permohonan 

pembuatan rekening Bansos dan 

memberi perintah ke Bank 

Penyalur (Bank BPD) untuk 

menyalurkan bantuan BPNT ke 

masing-masing rekening 

penerima; 

6. Dinas Sosial memberikan jadwal dan 

data Penerima ke Ewarong untuk 

menyalurkan BPNT APBD ke masing-

masing Penerima didampingi oleh 

KPKD disetiap Desa, Ewarong 

merupakan tempat penyalur resmi 

BPNT APBD; 

3. Jangka Waktu  1 (Satu) tahun Anggaran 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan 1. SK Penerima  

2. Surat permohonan pencairan 

dana 

Pemantauan / pendampingan  

6. Penanganan Pengaduan, saran 

dan masukan/apresiasi 

1. Pelayanan Tatap Muka ; 

2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only)  

081326332016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jenis Pelayanan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) 

 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. KTP 

2. KK 

3. SKTM 

4. Form Verifikasi 

5. Surat Perawatan dr Rumah Sakit 

6. IGD / Surat Rujukan Puskesmas 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Tatap muka, warga datang ke 

Pelayanan Dinas Sosial PPPA Kulon 

Progo membawa kelengkapan berkas; 

2. Berkas diverifikasi oleh petugas; 

3. Memberikan Surat Rekomendasi; 

4. Membantu pengajuan berkas ke 

Bapel Jamkesos secara online dengan 

mengirim berkas ke web https://si-

pemikat.jogjaprov.go.id/login.php 

3. Jangka waktu 

penyelesaian 

30 (Tiga Puluh) Menit 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan 1. Surat Rekomendasi 

2. SKPM (Surat Keapsahan Penerima 

Manfaat)  

6. Pengaduan 1. Pelayanan Tatap Muka ; 

2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only)  

3. 081326332016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Jenis Layanan  : Penanganan Korban Bencana 

 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan ) 

1 Persyaratan : 1. Kejadian di Kabupaten Kulon Progo 

2 Sistem mekanisme dan 

prosedur 

: 1. Pemangku/ Penanggung jawab Pelaksana 

Penanganan Korban Bencana 

memberitahukan adanya kejadian bencana 

  : 2. Kepala Dinas Sosial PPPA memberikan 

Disposisi kepada Kepala Bidang Perlinjam 

Rehabsos untuk menugaskan Pekerja 

Sosial dan petugas pengelola logistic untuk 

memberikan pelayanan penanganan 

korban bencana 

  : 3. Melakukan assesmen di lokasi kejadian 

bencana 

  : 4. Melakukan pelayanan penanganan korban 

bencana 

  : 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Dinas Sosial PPPA melalui Kepala 

Bidang Perlinjam Rehabsos. 

3. Jangka waktu pelayanan : 1 (Satu) hari 

4. Biaya/tarif : Rp. 0,- 

5. Produk Pelayanan : 1 Assesmen kejadian bencana 

   2 Pemberian bantuan logistic kebutuhan 

dasar korban bencana 

   3. Pemberian bantuan psikososial korban  

bencana 

   4. Penanganan dan evakuasi korban bencana 

   5. Pendirian dapur umum untuk korban 

bencana  

   6. Pendirian tenda/tempat pengusngsi korban 

bencana 

   7. Pengerahan bantuan tenaga Taruna Siaga 

Bencana (TAGANA) untuk saat dan pasca 

bencana 

6. Penanganan Pengaduan 

saran dan 

masukan/apresiasi 

: 1. Pengaduan dapat dilayangkan secara 

tertulis yang di tujukan kepada Kepala 

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 

Jl. Sugiman No. 3 Margosari, Pengasih 

Kulon Progo. 

   2. Terhadap setiap laporan /pengaduan akan 

segera ditangani oleh petugas khusus 

untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang 

berlaku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Permohonan ijin pengangkatan anak 

kepada instansi sosial setempat 

(lampiran 1) 

2. Surat keterangan sehat jasmani Calon 

Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah 

Sakit Pemerintah (suami istri 1 lembar ) 

3. Surat keterangan kesehatan jiwa Calon 

Orang Tua Angkat (COTA) dari dokter 

spesialis jiwa dari Rumah Sakit 

Pemerintah (suami istri 1 lembar ) 

4. Surat keterangan tentang fungsi organ 

reproduksi Calon Orang Tua Angkat 

(COTA) dari dokter spesialis obstertri dan 

ginekologi Rumah Sakit Pemerintah 

(suami dan isteri 1 lembar ) 

5. Fotokopi akta kelahiran Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) (suami istri 1 lembar ) 

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK) Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

setempat ( suami istri 1 lembar) 

7. Fotokopi Surat nikah / akta perkawinan 

Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

8. Fotokopi Kartu Keluarga ( 1 lembar ) dan 

KTP Calon Orang Tua Angkat (COTA) ( 

suami istri 1 lembar ) 

9. Fotokopi akte kelahiran Calon Anak 

Angkat (CAA) 

10. Keterangan penghasilan dari tempat 

bekerja Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

11. Surat Pernyataan Calon Orang Tua 

Angkat (COTA). (lampiran 2) 

12. Surat Pernyataan persetujuan Calon 

Anak Angkat (CAA) di atas kertas 

bermeterai cukup bagi anak yang telah 

mampu menyampaikan pendapatnya 

dan / hasil laporan pekerja Sosial  

13. Surat pernyataan motivasi Calon Orang 

Tua Angkat (COTA) di kertas bermeterai  

cukup  yang menyatakan  bahwa 

pengangkatan anak demi kepentingan 

terbaik bagi anak dan perlindungan anak 

(lampiran 11) 

14. Surat pernyataan Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) akan memperlakukan 

anak angkat dan anak kandung tanpa 

diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan 

kebutuhan anak di atas kertas 

bermeterai cukup 

15. Surat pernyataan bahwa Calon Orang 

Tua Angkat (COTA) akan 

memberitahukan kepada anak 



angkatnya mengenai asal usulnya dan 

orang tua kandungnya dengan 

memperhatikan kesiapan anak (lampiran 

7) 

16. Surat pernyataan Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) bahwa Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) tidak berhak menjadi wali 

nikah bagi anak angkat perempuan dan 

memberi kuasa kepada wali hakim 

(lampiran 9) 

17. Surat pernyataan Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) bahwa Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) memberikan hibah  

sebagian  hartanya bagi anak angkatnya 

(lampiran 10) 

18. Surat pernyataan Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) bahwa Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) akan  memberikan 

asuransi  kesehatan dan pendidikan bagi 

anak angkatnya (lampiran 12) 

19. Surat pernyataan persetujuan adopsi 

dari orang tua kandung Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) pihak suami disertai 

fotocopi KTP. (lampiran 3) 

20. Surat pernyataan persetujuan adopsi 

dari saudara-saudara kandung Calon 

Orang Tua Angkat (COTA) pihak istri 

disertai fotocopi KTP. (lampiran 4) 

21. Surat pernyataan persetujuan adopsi 

dari orang tua kandung Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) pihak istri disertai 

fotocopi KTP. (lampiran 5) 

22. Surat pernyataan persetujuan adopsi 

dari saudara-saudara kandung Calon 

Orang Tua Angkat (COTA) pihak istri 

disertai fotocopi KTP. (lampiran 6) 

23. Surat berita acara / penyerahan dan 

kuasa dari pihak orang tua / ibu 

kandung kepada Calon Orang Tua 

Angkat (COTA). (lampiran 13) semua 

saksi menyertakan fotokopi KTP.  

24. Laporan Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi 

Sosial setempat  

25. Fotokopi Kartu Keluarga / KTP orang 

tua kandung Calon Anak Angkat (CAA) 

26. Foto Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

dan Calon Anak Angkat (CAA) ukuran 

4x6 

27. Rekomendasi proses pengangkatan anak 

dari Instansi Sosial Provinsi ke 

Pengadilan. 

28. Surat Pernyataan Akan Memberikan 

Hak dan Status Yang Sama (lampiran 9) 



2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1.  Calon Orang Tua Angkat (COTA) 

mengajukan permohonan izin 

pengasuhan anak kepada Kepala 

Instansi Sosial Kabupaten/Kota diatas 

kertas bermaterai cukup dengan 

melampirkan semua persyaratan 

administratif Calon Anak Angkat dan 

Calon Orang Tua Angkat; 

2. Kepala Dinas Sosial PPPA menugaskan 

Pekerja Sosial/Pendamping Rehabilitasi 

Sosial untuk visitasi ke rumah Calon 

Orang Tua Angkat; 

3. Setelah dinilai layak Dinas Sosial PPPA 

menerbitkan rekomendasi pengangkatan 

anak yang kemudian diajukan kepada 

Kepala Dinas Sosial Propinsi; 

4. Kepala Dinas Sosial Propinsi 

mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

Izin Pengangkatan Anak untuk dapat 

diproses lebih lanjut di pengadilan; 

5. setelah terbitnya penetapan pengadilan 

dan selesainya proses pengangkatan 

anak, 

6. COTA melapor dan menyampaikan 

salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil kabupaten/kota; dan 

 

3. Jangka Waktu Pelayanan 14 (sebelas) hari kerja 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak 

6. Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka ; 

2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only) 

081326332016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penanganan Gelandangan, Pengemis 

dan Orang Terlantar 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Surat Penyerahan Pengemis, 

Gelandangan, Orang Terlantar dari 

POLRES atau Polsek setempat 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Laporan dari masyarakat dapat melalui 

Kalurahan, Polsek dan atau Dinas Sosial 

PPPA pada saat jam kerja (07.30 WIB-

15.45 WIB) 

2. Kalurahan, Babinsa dan atau 

Bhabinkamtibmas dan atau Satpol PP 

melakukan pengkondisian di lapangan. 

3. Dinas Sosial PPPA akan melakukan 

asesmen pada saat jam kerja (07.30 WIB-

15.45 WIB). 

4. Bagi yang memiliki identitas akan 

dilakukan pemulangan sesuai dengan 

identitas yang dimiliki.  

5. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) yang berasal dari DIY 

akan dipulangkan dengan terlebih 

dahulu berkoordinasi dengan Dinas 

Sosial Kabupaten atau Kota di DIY 

6. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) yang berasal dari Luar 

DIY akan dipulangkan melalui Dinas 

Sosial Provinsi DIY 

7. Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki 

identitas akan dirujuk ke Camp Asesmen 

Dinas Sosial DIY. 

8. Bagi Gelandangan atau Pengemis yang 

terjaring berkali-kali akan dirujuk ke 

Camp Asesmen Dinas Sosial DIY untuk 

mendapatkan pembinaan. 

9. Pelayanan pemulangan ke daerah asal 

bagi yang memiliki identitas hanya dapat 

dilakukan sekali seumur hidup. 

 

3. Jangka Waktu Pelayanan 2 (dua) hari kerja 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan Reunifikasi Keluarga atau Rujukan 

Klien ke Panti Pemerintah 

6. Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka ; 

2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only)  

081326332016 

 

 



8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekomendasi Penyerahan Anak 

Terlantar ke Panti 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan Laporan dari masyarakat, kelurahan, Polsek 

dan atau Polres terkait adanya anak terlantar 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

 

1. Visitasi oleh Pekerja Sosial dan atau 

Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam 

rangka asesmen. 

2. Dinas Sosial PPPA mengundang Balai 

Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak 

(BRSPA), Keluarga, Kalurahan, 

Kapanewon, Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas, untuk melakukan 

Pembahasan Kasus (case conference). 

3. Apabila dari pihak keluarga dan Balai 

Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak 

(BRSPA) memberikan persetujuan agar 

anak bisa diasuh didalam panti maka 

Dinsos PPPA akan menerbitkan surat 

rekomendasi penyerahan anak terlantar.  

3. Jangka Waktu Pelayanan 14 (dua) hari kerja 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya / Gratis 

5. Produk Layanan Rekomendasi Rujukan Anak ke Panti 

milik Pemerintah  

6. Penanganan pengaduan, saran 

dan masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka ; 

2. Nomor Pelayanan (Chat WA Only)  

081326332016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Jenis Pelayanan : Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Kartu Tanda Penduduk 

2. Kartu Keluarga ; 

3. Surat Rujukan dari Lembaga Lain 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Pemohon datang langsung atau dapat 

diwakilkan / Pengaduan Masyarakat / 

Rujukan ; 

2. Penerimaan  pengaduan; 

3. Wawancara; 

4. Asesmen kebutuhan korban ; 

5. Inform Consent; 

6. Rekomendasi layanan lanjutan; 

7. Pencatatan; 

8. Pelaporan  

3.   Jangka Waktu Pelayanan Tergantung dengan bobot kasus 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya 

5. Produk Layanan 1. Penanganan Pengaduan 

2. Penjangkauan Korban 

3. Pengelolaan Kasus 

4. Penampungan Sementara 

5. Mediasi  

6. Pendampingan Korban 

6. Penanganan pengaduan, 

saran dan 

masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka  

2. Telp. (0274)775229 HP. 

087839409009 

3. Email: p2tp2akp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Jenis Pelayanan : Konseling Pemohon Dispensasi Kawin 

 

No Komponen Uraian 

1 2 3 

Service (Proses Penyampaian Pelayanan) 

1. Persyaratan 1. Kartu Tanda Penduduk 

2. Kartu Keluarga ; 

3. Surat Penolakan dari KUA 

4. Surat Keterangan Pemeriksaan 

Kesehatan dari Puskesmas 

2. Sistem, mekanisme 

dan prosedur 

1. Pemohon datang langsung dan 

mengajukan permohonan konseling 

2. Pencatatan data pemohon; 

3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi; 

4. Intervensi Konseling kepada Caten Laki-laki 

maupun Perempuan ; 

5. Intervensi Konseling terhadap wali caten; 

6. Menyusun laporan hasil konseling dan surat 

keterangan konseling; 

7. Mengirim laporan hasil konseling surat 

keterangan konseling ke Pengadilan Agama; 

8. Memantau proses pengajuan Dispensasi 

Kawin ke Pengadilan Agama Wates 

9. Apabila permohonan penetapan Dispensasi 

Kawin dikabulkan maka dilakukan monitoring 

pasca menikah 

3.   Jangka Waktu Pelayanan 1 – 3 hari kerja 

4. Biaya/tarif Tanpa Dipungut Biaya 

5. Produk Layanan 1. Laporan Hasil Konseling 

2. Surat Keterangan Konseling 

6. Penanganan pengaduan, 

saran dan 

masukan/apresiasi  

1. Pelayanan Tatap Muka  

2. Telp. (0274)775229  

3. Hotline P2TP2A 087839409009         

4. HP. 085643302879 (Siti 

Fatimah) 

5. Email: p2tp2akp@gmail.com 

 

 

 

 


